










Kekuatan kepemilikan objek hak tanggungan yang diperoleh melalui proses lelang telah diatur sedemikian rupa, tetap saja berdasarkan praktek peradilan yang terjadi, terdapat banyak gugatan yang dilakukan untuk membatalkan proses lelang, yang sudah barang tentu bertujuan pula untuk membatalkan proses kepemilikan yang diperoleh pemenang lelang, sehingga hal tersebut akan menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam memliki objek hak tanggungan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang objek hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah junto Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pemegang Hak Tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan proses lelang
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska.
Bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yaitu eksekusi pengosongan yang dibantu oleh pengadilan. Perlindungan hukum secara preventif telah dilakukan dengan adanya akta risalah lelang. perlindungan hukum secara represif dengan cara meminta bantuan kepada pengadilan untuk eksekusi paksa terhadap debitur yang tidak bersedia mengosongkan obyek lelang secara sukarela. Pertanggungjawaban pemegang hak tanggungan terhadap pemenang lelang apabila terdapat putusan pengadilan yang membatalkan proses lelang pada dasarnya mengenai pembatalan lelang pada dasarnya lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Apabila ada pembatalan maka pengembalian objek lelang dengan permintaan ganti rugi dapat dilakukan. Hambatan adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak dapat berjalan efektif, titel eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, janji pengosongan obyek hak tanggungan tidak berjalan dengan efektif, sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah pihak bank dan pemerintah memanfaatkan ketentuan yang dibuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 




		The ownership power of the mortgage right obtained through the auction process has been regulated in such a way, still based on judicial practices that occur, there are many lawsuits made to cancel the auction process, which of course also aims to cancel the ownership process obtained by the auction winner, so that That will make there is no legal certainty for the winner of the auction in possessing the object of mortgage. Identification of the problem carried out is how the legal protection of the winner of the object of mortgage bond rights is connected with Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to the junto Land Act Number 10 of 1998 Concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and how is the responsibility of the Underwriting Right Holder for the winner of the auction if there is a Court Decision canceling the auction process
		The research method the researcher did was the research specification carried out was analytical descriptive. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Techniques are library studies, namely by searching and collecting and reviewing the laws and regulations, the draft law of research results, scientific journals. Data analysis was performed by Qualitative Juridical Analysis, which is the analysis used without using the static formula.
		The form of legal protection for auction winners is the execution of vacancies assisted by the court. Preventive legal protection has been carried out with the presence of the minutes of the auction. repressive legal protection by asking the court for help in the forced execution of debtors who are not willing to empty the auction object voluntarily. The responsibility of the holder of the mortgage against the auction winner if there is a court decision that cancels the auction process is basically about canceling the auction. Basically the auction that will be held can only be canceled at the request of the seller or based on a decision or decision from the judicial institution. If there is a cancellation, the return of the auction object with a request for compensation can be made. Obstacles are Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Land-Related Objects that cannot run effectively, the executable title in the mortgage certificate does not run effectively, the promise of emptying the mortgage right object does not work effectively, whereas the solution that can be done is the bank and the government utilize the provisions made in Article 6 of Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Related to Land
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